
I 

BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 8C TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dcsa, 
pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa Tahun 
Anggaran 2019. 

1 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Pcraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717. 

h 

Dipindai dengan CamScanner 



3, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Dcsa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), scbagaimana telah beberapa kali 
diubah, tcrakhir dcngan Peraturan Pemcrintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

4 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2091); 

5. Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 80 tahun 

2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum 
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

6. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tcntang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611 ) ;  

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Bcngkayang. 
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur penyelcnggara 

pemcnnlaihan 1da-,•1.. vn .. , • • :1i ... L.. ...... -.. 
· :, ·ran Jang mnemimpin pclaksanaan urusan 
pcmerintahan yang menjadi [ M b  
r- J C m J u r  kewenangan Kabupaten Bengkayang. 
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3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Camat atau scbutan lain adalah pcmimpin dan koordinator 

penyelenggraan pcmcrintahan di wilayah kcrja kccamatan yang 
dalam pelaksanaan tugasnya mcmperolch pclimpahan kewenangan 
pcmcrintahan dari Bupati untuk mcnangani scbagian urusan 
otonomi daerah, dan menyclcnggarakan tugas umum pemerintahan. 

5. Dcsa adalah kcsatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas 
wilayah yang becrwenang untuk mengatur dan mcngurus urusan 
pcmcrintahan, kcpentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yan 

diakui dan dihormati dalam sistcm pemerintahan Ncgara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah kcpala Dcsa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Dcsa scbagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Dcsa. 

7. Badan Permusyawaratan Dcsa yang sclanjutnya disingkat BPD atau 
yang discbut dengan nama lain adalah lembaga yang mclaksanakan 
fungsi pcmcrintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa bcrdasarkan keterwakilan wilayah dan ditctapkan 
sccara demokratis. 

8. Keuangan Desa adalah scmua hak dan kewajiban Dcsa yang dapat 
dinilai dengan uang scrta segala scsuatu becrupa uang dan barang 
yang bcrhubungan dengan pclaksanaan hak dan kewajiban Dcsa. 

9, Pengelolaan Keuangan Dcsa adalah keseluruhan kegiatan yang 
mcliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pcrtanggungjawaban keuangan Desa. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, sclanjutnya discbut RKP Dcsa, 
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

1 1 .Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya discbut APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Dcsa. 

12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rckening kas Desa. 
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang kcluar dari rckening kas Dcsa. 
14 .  Pendapatan adalah semua pcnerimaan Desa dalam 1 (s a tu )  tan -· HRH l u«I  +.  all  u  I  [ a T u]  Lahun 

""""" yang mcnjadi hak Desa dan tdak perhu dikembaian oleh 

15. Belanja Desa adalah semua ocn o a .  ,  . .. ,  . 5  + ..  :. 
% a -· . %  N ' H P en gc l u aran  yang merupakan kewajiban 

Dcsa dalam I [satu) tahun anggaran , t;4%, an d -  ·  '  ' J  nu, @ ) ggar an  yang ta akan literima 
kembali olch Desa. " 

16. Pembiayaan Desa adalah se r u n  ~  ~, :. ~~ ,  ..  4 .  kembali dan/atau p e ,  · m ua  pnerimaan yang perlu dibayar 
Dpngeluaran yang akan ditcrima kembali, bail 

pada tahun an , Ir " ' a ,  aIK  ggaran  yang bersanpkutan maupun pada tahn 

anggaran berikutnya. ·s " '' ' An1uun 
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1 7 .  Sckretaris Dcsa adalah pcrangkat Dcsa yang berkcdudukan scbagai 
unsur pimpinan sckrctariat Dcsa yang mcnjalankan tugas scbagai 
koordinator PPKD 

18 .  Rckcning Kas Dcsa adalah rckening tcmpat mcnyimpan uang 
Pemerintahan Dcsa yang mcnampung scluruh pencrimaan Dcsa dan 
digunakan untuk mcmbayar seluruh pcngcluaran Desa dalam I 

(satu) rckcning pada Bank yang ditctapkan. 

19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya discbut BUM Desa, adalah 
badan usaha yang scluruh atau scbagian bcsar modalnya dimiliki 
olch Dcsa melalui penyertaan sccara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pclayanan, dan usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya 
kescjahtcraan masyarakat Desa. 

20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kcgiatan yang memerlukan dana rclatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Dcsa mcliputi 
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala 
Desa, kewenangan yang ditugaskan olch Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta 

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan 
ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan pemcrintah daerah kabupaten Bengkayang 
dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; 

b. prinsip penyusunan APB Desa; 

c. kcbijakan penyusunan APB Desa 
d. teknis penyusunan APB Desa; dan 
e. hal khusus lainnya 

BAB II 
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA 
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Pasal 3 

( l )Arah kcbijakan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 dituangkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dcsa (RPJMDes) yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021. Adapun arah 

kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 
scbagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 
2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang Yang 

Sejahtera Dan Bcrdaya Saing" dengan Mi si :  

1 .  Meningkatkan pcrekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang 
dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi 

2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang cerdas, 
krcatif dan mampu mcnguasai ilmu pengetahuan dan tcknologi 

3. Meningkatkan kcamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat 
di kabupaten Bengkayang melalui optimalisasi program partisipasi 
masyarakat 

4. Meningkatkan pclayanan keschatan yang berkualitas dan mcrata di 
scluruh wilayah Kabupaten Bcngkayang 

5. Menciptakan iklim yang sehat bagi pcrkembangan organisasi 
kemasyarakatan 

6. Mewujudkan manajemcn pcmcrintahan yang profesional dan bersih 
dengan prinsip melayani 

7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan 
pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan 

8. Menjadikan wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang scbagai 
dacrah yang maju dan beranda dcpan NKRI 

(2)RPJMdesa yang ditctapkan dijadikan acuan Pemerintah Desa dalam 
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019. 

(3)Dalam penyusunan RKP Desa harus berdasarkan kebutuhan prioritas 
dcsa dcngan memperhatikan kcwcnangan desa bcrdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala dcsa Kabupaten Bengkayang. 

BAB III 

PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA 

Pasal 4 

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai 
berikut: " 

a. scsuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemcrintahan di Desa 
berdasarkan bidang dan kcwenangannya; 
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b. tepat waktu, scsuai dcngan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 
dalam pcraturan pcrundang-undangan; 

c. transparan, untuk mcmudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi scluas-luasnya tcntang APB Dcsa; 

d. partisipatif, mclibatkan pcran scrta masyarakat; 
c. mempcrhatikan asas kcadilan dan kcpatutan; 
f. tidak bertentangan dcngan kepentingan umum, pcraturan yang Iebih 

tinggi dan pcraturan dacrah lainnya 

BAB IV 
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA 

Pasal 5 

(1)APB Desa merupakan dasar pcngelolaan keuangan Desa dalam masa 
1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal I Januari sampai dengan 
tanggal 31  Desember. 

(2) APB Desa terdiri dari: 
a. pendapatan Desa; 
b. belanja Desa; dan 
c. pembiayaan Dcsa. 

(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
diklasifikasikan menurut kclompok, jenis dan objck pendapatan. 

(4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis bclanja, 
objek belanja, dan rincian objck belanja. 

(5) Pembiayaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diklasifikasikan menurut kclompok, jenis dan objck pembiayaan. 

Pasal 6 

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pcmbiayaan Dcsa dibcri kode 
rekcning. 

Bagian Kesatu 

Pendapatan 

Pasal 7 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 
a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 
menjadi hak desa dan tidak pcrlu dikembalikan oleh desa. 
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(2) Pendapatan dcsa scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, 
tcrdiri atas kclompok: 
a. pendapatan asli desa; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain. 

Pasal 8 
(1) Kclompok pcndapatnn asli desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 
a. hasil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. pendapatan asli desa lain. 

(2) Hasil usaha desa scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, antara 
lain bagi hasil BUM Desa, bagi hasil BUM Dcsa bcrsama dan hasil 
usaha desa lainnya. 

(3) Hasil asct scbagaimana dimaksud pada ayat () huruf b, antara lain, 
tanah kas dcsa, tambatan perahu, pasar dcsa, tempat pemandian 
umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan 
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 
berskala desa. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( l )  huruf c adalah pencrimaan yang berasal dari sumbangan 
masyarakat dcsa. 

(5) Pendapatan asli desa lain scbagaimana dimaksud pada ayat () huruf d 
antara lain hasil pungutan desa. 

Pasal 9 

(1)  Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 
b, terdiri atas jcnis: 
a. dana dcsa; 

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi dacrah Kabupaten 
Bengkayang; 

c. alokasi dana desa; 
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi; dan " 
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah 

Kabupaten Bcngkayang. 

(2) Ketentuan Iebih lanjut mcngcnai Dana Desa scbagaimana dimaksud 
_ Pad a  ayat (I)  huruf a diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. 

( 3 )  Bagi hasil pajak dacrah dan retribusi daerah scbagaimana dimaksud 
pada ayat () huruf b adalah: 
a. bagi hasil pajak dacrah; dan 
b. bagi hasil retribusi daerah. 
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() Besnran bngi hasil pajuk dncrah dan retribusi dacrah scbaaimanu 
dimnksud padn ayat (3) huruf n dan b untuk masing-masing dcsn 
ditctapkan dcngan Kcputuaan Bupati. 

(5) Ktentuan Icbih lanjut mcngcnni Alokasi Dana Dcsn scbagnimuna 
dimuksud pada ayat ( I )  huruf c diatur tcrscndiri dcngan Peraturan 

Bupati. 
(6) Bantuan kcuangan dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 

Provinsi dan Kabupaten Bcngkayang scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dan huruf c dapat bcrsifat umum dan khusus. 

(7) Bantuan kcuangan bcrsifat khusus scbagaimana dimaksud pada ayut 
(6) dikclola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketcntuan 
pcnggunaan paling scdikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling 
banyak 30% (tiga puluh per scratus). 

(I) Kclompok pendapatan lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) huruf c, tcrdiri atas: 
a. penerimaan dari hasil kerjasama desa 

b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di dcsa; 
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d. korcksi kesalahan bclanja tahun anggaran scbelumnya yang 

mcngakibatkan pencrimaan di kas dcsa pada tahun anggaran 
berjulan; 

e. bunga bank; dan 
f. pendapatan lain dcsa yang sah. 

(2) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (1)  huruf c adalah pemberian berupa uang meliputi: 
a. hibah dari pemerintah; 
b. hibah dari pemcrintah provinsi; 
c. hibah dari pemcrintah dacrah; 
d. hibah dari kelompok masyarakat/organisasi; 
c. hibah dari pcrorangan; 
f. sumbangan dari kelompok masyarakat/organisasi; dan/atau 
g. sumbangan dari pcrorangan. 

(3) Korcksi kesalahan bclanja tahun anggaran scbelumnya yang 
mengakibatkan pencrimaan di kas dcsa pada tahun anggaran berjalan 
scbagaimana dimaksud ayat ( l )  huruf d adalah SiLPA yang merupakan 
sclisih lcbih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 
satu pcriode anggaran. 
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ttt 

Bagian Kedua 

Bclanja 

Pasal 1 1  

( 1 )  Belanja dcsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, 
yaitu semua pengeluaran yang mcrupaknn kewajiban dcsa dalam 
I (satu) tahun anggaran yang tidak akan dipcrolch pembayarannya 
kembali olch dcsa. 

(2) Bclanja desa scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dipcrgunakan untuk 
mendanai penyclcnggarann kcwenangan dcsa bcrdasarkan kewcnangan 
hak asal usul dan kewenangan lokal bcrskala dcsa. 

(3) Belanja dcsa yang ditetapkan dalam APB Dcsa digunakan dengan 
ketcntuan: 
a. paling scdikit 70% (tujuh puluh pcrscratus) dari jumlah anggaran 

belanja desa digunakan untuk mendanai penyclcnggaraan 
Pemerintah dcsa, pelaksanaan pembangunan dcsa, pembinaan 
kcmasyarakatan desa, dan pembcrdayaan masyarakat desa; dan 

b. paling banyak 30% (tiga puluh pcrscratus) dari jumlah anggaran 
belanja dcsa merupakan operasional yang digunakan untuk : 
1 .  Penghasilan tctap dan tunjangan Kcpala Desa dan pcrangkat 

desa; 
2. Operasional pemcrintahan dcsa; 
3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 
4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 
5. Jaminan sosial bagi Kepala Desa, perangkat desa dan anggota 

BPD. 

6. Tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan perangkat 
dcsa 

7. Tunjangan akhir masa jabatan bagi anggota BPD 
c. standar biaya scbagaimana dimaksud huruf a dan b diatur sccara 

tcrsendiri dalam Peraturan Bupati. 
(4) Operasional scbagaimana pada pasal ayat (3) huruf b adalah bclanja 

barang habis pakai dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) 
bulan. 

Pasal 1 2  
() Klasifikasi bclanja Desa terdiri atas bidang: 

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. Pelaksanaan pembangunan desa; 
c. Pembinaan kemasyarakatan dcsa; 
d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan 

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dcsa. 
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(2) Klasifikasi bclanja scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf a sampai 
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kcgiatan scsuai dengan 
kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c dibagi 
dalam sub bidang sesuai dengan kcbutuhan dcsa untuk 
pcnanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi 
di desa dengan bcsaran paling banyak 5% (lima per seratus) dari total 
APB Dcsa. 

Pasal 13 

(1) Klasifikasi bclanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat (1) 
huruf a dibagi dalam sub bidang: 
a. pcnyelcnggaraan bclanja penghasilan tetap, tunjangan dan 

opcrasional pemcrintahan desa; 
b. sarana dan prasarana pemcrintahan desa; 
c. administrasi kependudukan, pcncatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan; 
d. tata praja pemcrintahan, pcrcncanaan, keuangan, dan pelaporan; 

dan 

c. pertanahan. 
(2) Klasifikasi bclanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf b dibagi dalam sub bidang: 
a. pcndidikan; 
b. keschatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. kawasan permukiman; 

c. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata; 

(3) Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat ( 1 )  
huruf c dibagi dalam sub bidang: 
a. kctcntraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; 
b. kebudayaan dan kegamaan; 
c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat 

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat ( 1 )  
huruf d dibagi dalam sub bidang: 

a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian dan petcrnakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuar  r l i n t  a a l  d  

"v'  S' an, periindungan anak dan keluarga; 
c. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g. perdagangan dan perindusir; Suran. 
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(5) Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat ( l )  

huruf c dibagi dalam sub bidang: 
a. pcnanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c. kcadaan mendesak. 

Pasal 14 

( 1 )  Sub bidang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13  ayat ( l )  sampai 
dengan ayat (4) dibagi dalam kcgiatan. 

(2) Daftar kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  tcrcantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(3) Pencrimaan lain bagi Kcpala Desa dan perangkat desa dianggarkan 
alokasinya paling banyak 10% (scpuluh per scratus) dari hasil 
pendapatan asli dcsa dan/atau bantuan khusus pada sub bidang 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) huruf a. 

(4) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga 
puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 1 5  

Jenis Belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (l), terdiri atas: 

a. bclanja pegawai; 
b. belanja barang/jasa; 
c. bclanja modal; dan 
d. belanja tidak terduga. 

Pasal 16 

(1 )  Bclanja pegawai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, 
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tctap, tunjangan, 
pcncrimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kcpala Desa, 
pcrangkat dcsa dan BPD, tunjangan BPD serta tunjangan akhir masa 
jabatan bagi Kcpala Desa, perangkat desa scrta BPD. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dianggarkan 
dalam bidang penyelenggaraan pcmerintahan dcsa. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l )  pclaksanaannya 
dibayarkan sctiap bulan. 

(4) Kcpala Desa, Pj. Kcpala Desa dan perangkat desa yang berasal dari 
Pegawai Negcri Sipil tidak menerima penghasilan tetap. 

Pasal 17  

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5  huruf b 
digunakan untuk pcngcluaran bagi pcngadaan barang/jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 
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(2) Bclanja barang/jasa scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  digunakan 
antara lain untuk: 

a. operasional pcmcrintah dcsa; 
b. pemcliharaan sarana prasarana Dcsa; 
c. kcgiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; 
d. opcrasional BPD; 

c. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberian uang dan barang pada masyarakat/kclompok 

masyarakat. 
(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga scbagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c yaitu bantuan uang untuk operasional Iembaga Rukun 
Tetangga/Rukun Warga guna membantu pclaksanaan tugas pclayanan 
pcmcrintahan, perencanaan pembangunan, kctentraman dan 
ketertiban, scrta pemberdayaan masyarakat dcsa. 

(4) Pemberian uang pada masyarakat/kclompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f dibcrikan untuk peningkatan 
pendidikan dan kcschatan masyarakat scsuai kemampuan kcuangan 
desa. 

(5) Pemberian barang pada masyarakat/kclompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk 

menunjang pclaksanaan kegiatan desa. 
(6) Bclanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud ayat (1), dianggarkan 

untuk pcngeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai 
manfaatnya kurang dari 1 2  (dua belas) Dulan yang mudah pecah, 
rusak dan bukan merupakan objek pemeliharaan. 

Pasal 18 

(1) Belanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, 
digunakan untuk pengeluaran pcngadaan barang yang nilai 
manfaatnya lcbih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset desa. 

(2) Aset dcsa scbagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

(3) Pengadaan barang scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  digunakan 
untuk kcgiatan penyelenggaraan kewcnangan dcsa. 

(4) Penyclcnggaraan kewenangan desa scbagaimana dimaksud ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 19 
( 1 )  Belanja tidak tcrduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d 

mcrupakan bclanja untuk kcgiatan pada sub bidang penanggulangan 

d
bencana_, lead1aan darurat, dan keadaan m.endesak yang berskala lokal 
esa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan kcadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling scdikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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a. bukan mcrupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. bcrada di luar kendali pcmerintah dcsa. 

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l )  merupakan upaya tanggap darurat akibat 
terjadinya bencana alam dan bencana sosial. 

(4) Kcgiatan pada sub bidang keadaan darurat scbagaimana dimaksud 
pada ayat (l) mcrupakan upaya pcnanggulangan keadaan darurat 
karena adanya kerusakan dan/atau tcrancamnya penyelcsaian 
pembangunan sarana dan prasarana akibat kcnaikan harga yang 
mcnyebabkan tcrganggunya pclayanan dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang kcadaan mcndesak mcrupakan upaya 
pcmenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat 
miskin yang mengalami kcdaruratan. 

(6) Belanja tdak tcrduga scbagaimana dimaksud ayat (l) dilaksanakan 
atas dasar persctujuan Camat. 

(7) Persetujuan Camat scbagaimana dimaksud ayat (6) dibcrikan dengan 
mcmpertimbangkan: 
a. terjadinya bencana banjir; 
b. tcrjadinya kebakaran rumah penduduk; 
c. terjadinya kebakaran hutan/lahan; 
d. tabah penyakit menular; 
c. terjadinya kerusakan sarana dan prasarana transportasi dcsa 

akibat bencana alam; 
f. terjadinya kerusakan sarana dan prasarana pelayanan dasar; dan 
g mobilitas masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

Pasal 20 

(1) Pembiayaan dcsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 
c merupakan scmua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengcluaran yang akan diterima kcmbali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

"";;";"" c «saimaoa asud sa» at « era aa 

a. pencrimaan pcmbiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 
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Pa al 2 1  

( l )  Pencrimaan prmbayaan ncbagaiman dimaknud d n l a m  Pana l  20 ay0# 
(2) huruf a, mcliputr 
n S i L A  tahun ncbelumnya, 

b. prncairan dana c adangan,  dan c h a i l  prnjualan kr knyan drsa yang dipisahkan rcuali  tanah don 
ba n sr u n a n  (2) SiL.PA ncbagimans dimamud padn ayat ( l )  huruf a  paling wcd1kt! 

mcliputi prlampaunn prncrimann pendapatan trrhadap b e la n j ,  
penghcmatan bclanja, dnn ninan dann kegatan yang belum swlcsai a1au 
lanjutan (3)  Pencairan dana cadnngan ncbagaimana dimaknud pada ayat ( I )  hurulb 
digunnkan untuk mcnganggarknn kcbutuhan dnna cadangan yon 
sclanjutnya dicatntknn dalam pcncrimnnn pcmbiayaan dalam All 
Dcsn. (4) Hasil pcnjunlan kckaynan dcsn yang dipinahknn scbagaimana 
dimaksud padn nyat ( l )  huruf c dicntat dalam pcncrimann pembiayaan 
hasil penjualan kcknyann dcsa yang dipisahknn. 

Pasal 22 
Pengcluaran pembinyann scbagairana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 
huruf b, tcrdiri atns: 
a. pcmbcntuknn dana cadangan; dan 
b. penycrtaan modal. 

Pasal 23 

( 1 )  Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf a dilakukan untuk mcndanai kegiatan yang pcnyedinnn dananya 
tidak dapat sckaligus dibcbankan dalam I (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l J  
ditctapkan dcngan Pcraturan Dcsa. 

(3) Peraturan Dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling scdikit 
mcmuat: 
a. pcnctapan tujuan pembcntukan dana cadangan; 
b. program dan kcgiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. bcsaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dinnggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelakasanaan dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana cad@ngan dapat ha, er de :. 4 ,  l }  " " . _  Gau a pa l  bcrsumber c lan  pcnynsthan alas 
Pnctimaan desa, diluar dari pcncrimaan yang penggunaannya telah 
ditcntukan sccara khusu: a+t, .A.aa  

d. . I  r!lii!JI . _SI IUW;;[7Y DIB0.1"1i4UJ. po:roJunu, 'RPnHJ,d.an n .. 

un l an gan .  r  ''  
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(5) Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud pasal 22 huruf a 

ditcmpatkan pad rckening tcrsendiri. 

(6) Pcnganggaran dana cadangan tidak melcbihi tahun akhir masa jabatan 

Kcpala Dcsa. 

Pasal 24 

( 1 )  Penyertaan modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b 
antara lain digunakan untuk mcnganggarkan kckayaan pemerintah 
dcsa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan 
pendapatan Dcsa dan/atau pclayanan kcpada masyarakat. 

(2) Penycrtaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (l)  ditctapkan 
dcngan Pcraturan Dcsa. 

(3) Penycrtaaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan 
kckayaan dcsa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran 
pembiayaan dalam APB Desa. 

(4) Penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk 
tanah kas dcsa dan bangunan tidak dapat dijual. 

(5) Penycrtaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kclayakan 
sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Analisis kelayakan scbagaimana dimaksud ayat (5) merupakan analisis 
kelayakan jenis usaha BUM Desa. 

(7) Jenis usaha BUM Dcsa scbagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan 
dengan memperhatikan, antara lain: 
a. potensi usaha ckonomi desa; 
b. kondisi ckonomi dan sosial budaya masyarakat; 
c. sumberdaya alam di desa; dan 
d. sumberdaya manusia yang mengclola BUM Dcsa. 

(8) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa. 

(9) Ketcntuan mengenai BUM Desa diatur melalui Peraturan Bupati. 

Pasal 25 

( I )  Kepala Desa menyampaikan informasi mcngenai APB Desa kcpada 
masyarakat melalui media informasi. 

(2) Informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1 )  paling sedikit memuat: 

a. APB Desa; 

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kcgiatan; 
dan 

c. alamat pengaduan. 

Pasal 26 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila 
terjadi: 
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a. penambahan dan/atau pcngurangan dalam pendapatan Desa pada 
tahun anggaran bcrjalan; 

b. sisa pcnghematan bclanja dan sisa lcbih perhitungan pembiayaan 
tahun bcrjalan yang akan digunakan dalam tahun berkcnaan; 

c. kcadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 
bidang, antar sub bidang, antar kcgintan, dan antar jcnis bclanja; 
dan 

d. kcadaan yang menycbabkan SiLPA tahun scbclumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam I 

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 
(3) Kritcria kcadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengclolaan Keuangan 
Desa. 

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 
dcngan peraturan Desa mcngenai perubahan APB Desa dan tetap 
mcmpedomani RKP Desa. 

Pasal 27 

(1) Pemerintah Dcsa dapat mclakukan perubahan terhadap Peraturan 

Kcpala Desa tentang pecrubahan penjabaran APB Desa scbelum 
Rancangan Peraturan Desa tentang Pcrubahan APB Desa ditetapkan. 

(2)Peraturan Kepala Desa tentang perubahan pcnjabaran APB Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dapat dilakukan apabila tcrjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran bcrjalan; 

b. keadaan yang menycbabkan harus segera dilakukan pergescran 
antarobjek belanja; dan 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun scbelumnya dan 
menycbabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 
berjalan 

(3)Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mcngenai penctapan 
Peraturan Kcpala Desa tentang perubahan penjabaran APB Dcsa dan 
selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat 
pemberitahuan mengenai Peraturan Kcpala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Dcsa. 
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BAB V 
TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA 

Pasal 28 
( 1 )  Sckrctaris Dcsa menyusun rancangan Peraturan Dcsa tcntang APB 

Dcsa dan mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 
berdasarkan RKP Desa tahun bcrkcnann dan pcdoman pcnyusunan 
APB Dcsu yang diatur dcngan Pcraturan Bupati Bcngkayang tcntang 
Pedoman Penyusunan APB Dcsa Tahun Anggaran 2019. 

(2) Rancangan APB Dcsa yang telah disusun mcrupakan bahan 

penyusunan rancangan Pcraturan Dcsa tcntang APB Desa 
(3) Sckretaris Dcsa menyampaikan Rancangan Peraturan Dcsa tentang 

APB Desa kcpada Kepala Desa. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tcntang APB Desa scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( l )  disampaikan Kcpala Desa kcpada BPD untuk dibahas dan 
discpakati bersama dalam musyawarah BPD. 

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) discpakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 
bcrjalan 

(6) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya 
dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pcngeluaran 
operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan 
pagu tahun sebelumnya. 

(7) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar 
pelaksanaan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 29 

(1 )  Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Kcpala Desa menyiapkan 
Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Dcsa 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Kcpala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) .  

Pasal 30 
( 1 )  Rancangan Peraturan Dcsa tcntang APB D e a  4~, ~: _  _ , .  

+  s.  •  44 4t Lesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 a v a t  (3) A % . .. ~ ht ., ,  ._ . ,  "  
g s ? @ Y a ! f )  disampaikan Kcepala Desa kcpada camat paling 

lambat 3 (tiga) hari scjak disepakati untul d i ya  s;  "  cu  J  ' an :  aKau .uK (devaluasi. 
(2) Camat dalam melakukan e r ,  .:  

. e .:  ~ ~ ,  s c v al u a s i  berpedoman dengan panduan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Dcsa. 
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(3) Penyampainn Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I )  dilengkapi dengan dokumen 
paling sedikit meliputi: 

a. surat pengantar; 
b. rancangan pcraturan kcpala Desa mcngenai penjabaran APB Desa; 
c. pcraturan Dcsa mcngenai RKP Dcsa; 
d. pcraturan Dcsa mcngcnai kewenangan berdasarkan hak asal usul 

dan kewcnangan lokal berskala Desa; 
c. pcraturan Dcsa mengenai pembentukan dana cadangan, jika 

tersedia; 
f. pcraturan Dcsa mengcnai pcnyertnan modal, jika tcrscdia; dan 
g. bcrita acara hasil musyawarah BPD. 

Pasal 31 
( I )  Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa tcrkait 

dalam pelaksanaan evaluasi. 

(2) Hasil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud 

(3) Dalam hal Camat tidak membcrikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa 
dimaksud bcrlaku dcngan sendirinya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tclah 
scsuai dcngan kctcntuan pcraturan perundang-undangan yang lcbih 
tinggi, kcpentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kcpala Desa 
menetapkan menjadi Peraturan Dcsa. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lcbih 
tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kcpala Desa bcrsama BPD 
mclakukan penycmpurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 
terhitung scjak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 32 

(1) Apabila hasil cvaluasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) 
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tctap 
mcnctapkan Rancangan per u ± ra n  D e e .  4  e n  ,  4  "  

"  .  in  rcraturan csa tentang APB Desa menjadi 
Peraturan Desa dan Rancangan Pe t s.  

:.  "  'an  eraturan Kepale Desa tentang 
Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Camat 
membatalkan pcraturan dimaksud dengan e ts B , '  

t·  uKsi a 'Kan {cputusan upati, 
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(2) Kcpala Dcsa membcrhentiknn pclaksannnn Pcraturan Dcsa dnan 
Peraturan Kepaln Dcsn paling lama 7 (tujuh) hari kcrja sctclah 
pcmbatnlan scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dan sclanjutnya 
Kcpaln Dcsa bcrsamn BPD mcncabut Peraturan Dcsn dnn Peraturan 
Kcpaln Dcsa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatnlan cbagaimnna dimaksud padn ayat ( I )  Kcpala 
Dcsn hanya dnpat mclakuknn pcngclunran terhadap operasional 
pcnyclcnggaraan pemcrintahan Dcsa dcngan mcnggunaknn pogu tahun 
scbclumnya nampai pcnyempurnaan Rancangan Peraturan Dcsa tentan 

APB Dea disampaikan dan mendapat persctujuan Bupati. 

Pasal 33 

( 1 )  Rancangan Pcraturan Dcsa tcntang APB Dcsa yang telah dicvaluasi 
ditetapkan olch kepala Dcsa mcnjadi Peraturan Dcsa tcntang APB Dcsa 

(2) Peraturan Dcsa tcntang APB Dcsa scbaguimana dimaksud pada ayat (l) 
ditctapkan paling lambat tanggal 3 1  Dcscmbcr tahun anggaran 
scbclumnya. 

(3) Kcpala Dcsa menetapkan Rancangan Peraturan Kcpala Dcsa tcntang 
penjabaran APB Dcsa scbagai peraturan pclaksana dari Peraturan Dcsa 
tentang APB Dcsn. 

( 4 )  Kcpala D e sa  menyampaikan Pcraturan Dcsa tentang APB Desa dan 
Peraturan Kcpala Dcsa tentang penjabaran APB Desa kcpada Bupati 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sctclah ditctapkan. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 34 
(1) Pelaksanaan kcgiatan dalam APB Desa wajib dilakukan melalui 

swakclola, dengan mcmaksimalkan pcnggunaan material/bahan dari 
wilayah setcmpat, dilaksanakan sccara gotong royong dcngan 
melibatkan partisipasi masyarakat untuk mernperluas kesempatan 
kerja, dan pembcrdayaan masyarakat sctempat. 

(2) Dalam h al  Dcsa tidak mampu melaksanakan sendiri secara swakelola 
dapat dilakukan melalui pcnyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu 
dcngan memperhatikan cfisien, cfektif, transparan, pemberdayaan 
masyarakat, gotong royong dan akuntabcl. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

ager sc~ap orang mcngetahuinya, memennuahkan pcngundungun 
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Bcrita Dacrah 
Kabupatcn Enghayan. 

j L e u y < '  
[  «car 2018 

ANG 

Diundangkan di Bengkayang 

""~liti, " s o»k  zo18 
.  KABUPATEN BENGKAYANG, 

A 

B F .  sH  KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR 8 G  
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATT BENGKAYANG 
NOMOR TAHUN A91.8 
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

A. Format Kode Rekening 

A. 1 .  Daftar Kode Rckcning Bidang. Sub Bidang. dan Kegintan 

Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dnn KEGIATAN 

L [BIDANG PENYELENGOARAAN PEMERINTAHANDESA.  z  

Bidang Penyelenggarann Pemerintahnn Dea berisi sub bidang dan kegiatan yang 
digunakan untuk mendukung terclenggaranya fungi pcmcrintahan Dcsa yang 

_ a 6  

sub Bidang Penyelenggarann Bclanja Penghasilan Ttap, Tunjangan dan 
Operasional Pemcrintahan Desa_(Maksimal 30 % untukkegiatnn_-7) 

0 3  p  ± :,  1. , , °-  1 p  Sn@in]1; • a, pee den pu .. .· pee 

04 /Penyedinnn Operasional Pemcrintah Dcsa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, 
lpcrlenskapan perknntoran, pakainn dinan/atribut, lintrik/telpon, dll] 

06 [Penycdiaan Operasionn! BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), pcrlcngapan 
/perknntoran, Pakninn Serakamn, perinlnnan dinns, Jjtr]/teloon, dll] 

Qt 

n 'r.  ±.. + .± ±. ftnpudp "R : 

90-99/Lain-lain Sub Bidang Penyelenggarann Bclanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Operasional Pemcrintahnn Dcsn 
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I  1  

1  1  
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- I 1 ] 
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1 1 

1 1 

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan 
KTP, At Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kepcndudukan d an  
potensi desa) 

3} (s ln Ann A%,4;%, ;, ,A .  ,  faun gut.,, ,z, 4¢ 

3 [90-99]lain-lain kcgiatan sub bidang administrasi kcpcndudukan, pcncatatan sipil, statistik 
l [dan kcarsipan " '' 

% , 4 . .1. , a 4 % ;, , ;a t  « A m t ,  ;~ ,  ., , . ,  age 
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' ' J n E  / .  liq A u st  foam 

Penyusunan Kbijakan Dcsa (Perdc s/Pera4e " , , "  p  Pembangunan/Keuanaan ' 1cs/Ferkades, dll - diluar dokumen Rencana 
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, I 4 
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4 10 [Dukungan Pelaknanann dan Soinlisani Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dnn 
a;y DPD [pnq ..,4;  po«l 

4 1 1  [Penyelenggarann Lomba antnr kewilayahan dan pengirimnn kontingen dnlnm 

-}})menKutllotno Lenn l 
I 4 I90.99]lain-lain kegiatnn sub bidang tata praja pemcrintahan, pcrencanaan, keunngan dnn 

.. an"  

1 5 02 [Administrani Pertnahnn (Pendnfturn Tanah, dan Pembcrinn Reintrani Agenda 
Pertnnahnnl 

1 5 p3 l e , " u n i  serifkaaiTanah untuk Masvarakat Minkin 

] S (4 [M@djqgi Konflieriauhun ] 
1 S ps D. « . %  [attn .d 

1 s g [ Ae .  s + ·' tra L  Paink  Bumi dan Banuunan f[LL) l 
L s ] o z  lPcncntunu/Pencqauan/Pembansunun [ta/PtokTanapest··   

Bidang Pelaknnnann Pembangunan Dcsa berini sub bidang dan kcgintan dalam 
pembangunan pendidikan, keschatan, pckerjaan umum, dun lain-lain. 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan tccara fimik aknn tetapi juga 

lterknit dcnman pecmbangunnn non finik secperti pengembangnn dan pembinann, 

• 1 

2  1  
m t  

�  I  1  

2  1  

I  
2  1  

2  1  
2  1  

01 [Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA'TPQ/Madranah Non-Formal Milik Dena 
(Bantuan Honor Pengajar, Pakainn Seragam, Opcrasional, dst) 

04 [Pemeliharaun Sarana dan Prasarana Perpustaknan/Taman Bacann Desa/ Sanggar 
Belainr Milik Dcsa 

05 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non 
+ + A4Itii, fad64 

06 [Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga 
Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madranah Non-Formal Milik Dcsa 

2 ] 1  
l.  

07 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakann/Taman 
Bacaan Desa/ Sanpsar Bclainr Milik Dena' 

2 08 [Pengelolaan Perpustakann Milik Denn (Pengadaan Buku-buku Bacann, Honor 
pe untuk Perpuntnknnn/Taman Bacnnn Dena) 

1"11111 ? 

2 
2 1 

2 0 1  [Penyelenggaraan Pos Keschatan Dcsa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatnn; 
f l'Tambahan insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penycdiaan Pelayanan KB dan Alat 

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dt) 

, ppulzjnnlttano 
Jgl, 1j%,4,# Taul 

.. 

a « 

03 [Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Manyarakt, Tenaga 
Kes _, . ,Kader Keschatan, dll 
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2 3 07 

2 3 R 

2 3 I 0o 

2 3 10 

2 3 1 1  

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Berscjarah Milik Desa/Petilasan Milik 

Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengcrasan Jalan Lingkungan 
Permukiman/Gang 

7 [ p,  ..  •  a. t L :. .,  pat, tr;t, th_dnn_So@in]Des@ ·· 

1g / pa n  · ·!  s p a t ,  o p e  nc 'Tata_Rung_pg 

•  1n rpn 

Jnlan Lgaha Tani 

. .  

L  

.  

I  

p _ ·  ¢ %. i  
4 1  

'  4 R e t  , · r ; a lp 

=/p a 4 1 ; 4 ~ ; I r  

1 4  [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong 
g, Selokan. Box/Slab Culvert. Drainase, P T ,Jalan lain)_ 

12 

1 0  

20 

Is /rs. t r u. .t.  s ; ; ,  ,t j r.  i.  ,  Rnlni page/pl; , ·p l a t ; n ¢  

I  
1 1 6 ;embm2g1.maniReh.obiHlOsi/Peningka'lml ,Pa_m� Mlilk. De.sn/Situs Ber�:D!f'IL11 

Milik Desa/Petilasan 
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2 I 3 
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2. 3 

:. Anale Mille Jenn 

i 
' j  

l  P  

•  ±.t, . c,  •  t  Ai¢ ptgih le ,, T, (nit - JI] 

Pemeliharaan Sanitasi Permuliman (Gorong-gorong, Sclokan, Parit, dll., 
diluar a ialan) 

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air 
Huian/Sumur Bor. dll) 

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman 
[Penampuncan. Bank Sampah, dlll 

Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolann Sampah 
Desa/Permukiman (Penamnpungan, Bank Sampah, dll" 

[st p;A«no • 6 , m.  s. :  

Dukungan pelaksanaan program Pembangunun/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 

JPembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa [Mata 
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll' 

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah 
(p) . :  .  Air limbnh , ,  e +  Tanooa)» 

JPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong 
gorong, Sclokan, Parit, dll., diluar prasarana ialan) • 

[Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 
Tangsa 
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p;malnoan 4ieun fen 

_latihan/Soaialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan 
Kehutannn a 

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal 

t r. ~  ·Lg«i, dn . .c 

p, 4, p, ~» 1.r,nu1,, Ai,Jg]pp fee 
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2 9 
?1 R: 

2 8 

II) g 

I " R 

• 
- 

Penguatan dan Peningkntan Kapasits Tenaga Keamanan/Ketertiban olch 
Pemerintah Dcsa (Satlinmas dcsa) 

d 

±. 4e A4\tile - ·- . 

Milite fen (dnn gnrann p 

441 p3iulppe t ort,  n n _,  •  _  4  [Jtm Ame r , 4 ;.  1, ,  gp R a ,  

Pengadaan/Penyclenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, 
pengawnsan pelaknnnunn jndwal rondn/pntroli dl] 

Bidang pembinaan kcmasyarakatan bcrisi sub bidang dan kcgiatnn untuk 
jcningkatkan peran scrta dan kcnadaran masyarakat /lcmbaga 

arakatan desa vang mendukung proses pembangunan degn yang 

n' 
n 

9.q lain.lain l e  

b1 

02 1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 Koordinnsi Pembinaan Kctentraman, Ketcrtiban, dan Pelindungan Masyarakat 
dengan masyarakat/instnnsi pcmerinth daerah, dll) Skala Lokal Desa 

# 

JPelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kcpada Masyarakat di Bidang Hukum dan 
Pelindungan Ma <  -  t  

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga scbagai Wakil Desa di tingkat 
g" f' h p  uR, t r . .  »  [ta4p 

Penyelenggarann pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan 
Kebangsann, dlll tingkat Desa 

LMp /LpMJL.pAMT 

PKK 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan 
Olah Raga Milik Desa°' 

. 

- 1  

"  .1. + a  . ] a t  p a .: .  a  pa+at AMiiL, na%a 

- , --- ,,. 1:1'-11 • ,■,. · 11"'" "" ni _ , 11 • ._ _ _  ,...  ,.,  ,_. ...,,.., ..., 
4 Keil{fjljl [ e gn  

Pembangunan/Rehabilitasi/Pentn% . , /  ~. 

Den·· " an8utan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik 

hp6 

90-99 Jain-lain kegiatan sub bidang Ketcntcraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 
4, Lat 

03 [Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kcagamaan 
perayaan hari kemerdekaan, hari besar kcagamaan, dll) tingkat Dcsa 

02 [Pengiriman Kontingen Group Kescnian dan Kebudayann scbagai Wakil Desa 
li tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 

05 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
ge dayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa 

04 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik 
Des 
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Bidang pembinaan kcmasyarakatan berisi sub bidang dan kcgiatan untuk 

meningkatkan peran serta dnn kcsadaran masynrakat /lembaga 
t tan desn yang mendukung proses pembangunan desa yan g  

Penguatan dan Peningkatan Kapasitaa Tenaga Keamanan/Kctcrtiban oleh 
Pemerintah Desa (Satlinmas dcsa) 
Koordinasi Pembinaan Ketcntraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat 
{densan m t a t /instansi pemerintah dacrah, dll) Skala Lokal Desa 

. - 

gala ]pl] peg 

·- $ f l  

S1 t ; _ I.  f a t un t mr r n _ I . , ,  •  $fur, nu n , 1 ;  A.  «  p 4  

Pengadaan/Penyclcnggarann Pos Keamannn Dcsa (pcmbangunan pos, 
· -  "!  ? n  pelaksannnn indwnl_onda/patrol A[] • 

1 

1 01 

1 02 

1 03 

1 n4 

1 n= 

3 

3 

3 

3 

3 

3 07 

+. 1futule A ,  %  pee cdnn 

3 90-99 Jain-lain kegiatnn sub bidang Kctenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungnn 
h a 

3 / "'1 

3 2 b o 1  

3  2  02 

I 

3 2 03 

3 2 04 

1 . r  T; .1. 4 pusa 

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kcbudayaan scbagai Wakil Dcsa 
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 
Penyelenggamaan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kcagamaan j 

n hari kemcrdekaan, hari besar k aan, dll) tinpkat Desa [ 

3 2 [05 JPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kebudavaan/Rumah Adat/Keas n Milik Desa • 

T 
«ii A , ; _g 

Penyclenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan 
Kebansaan. dill tinskat Deea 

e_ 4, I a, • ./]mm[a kG  ,4, lg o w. .  a  r i n o t>  •  fm«a 

o -1 7 ,  ms,,ma dam p; m s . .,  ±  dam ya non jMilile pea 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pasarana Kepemudaan dan 
Olah Raga Milik Desa' 

n6 
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3 3 01 

- - 3 3 02 
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gunan/Rehabilitasi," .. , _  
a  i/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik 

h t f  it  «  
a  

'  

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencaup sub-bidang dan kegiatan 
rang diarahkan untuk meningkatkan n.. 1 . _, ~.. £, ,  _  
lalm r %, .:.  ., a .  t  .  pemanamnan, Kapasitas masyarakat 

+ n egiahterann pgvg Le. L a  
g n :. 1.  L e, t.  Re  rant,yang mnencakup: 

- .• 

4 

4 l 

4 ' 1  b3 

4 I 

1 bf  

Dipindai dengan CamScanner 



04 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkntan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik 

Dena" 
4 

4 

1 

1 06 [Pelatihan/Bimtck/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Periknnan 
Darat/Nelayan 

2 ]  02  

[ gs  0 .. 1. , _  n. , ,  dnn pu, ' n 

/Peningkntnn Produksi Tanaman Pangan (Alat Produkni dan pcngolahan pertanian, 
pn :. .  p 4 t r - .  nip e[[j 

]Peningkatan Produksi Petcmnakan (Alat Produksi dan pcngolahan petcrnaknn, 
• i +Alli 
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Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengombangan Ekonomi Pedesaan Non 
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. 1 . .  . ». %  kecil let] Den 

Pembentuknn/Fusilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ckonomi 
produltif_'- pr g j i n ,  pedagang,industrirumnh tanggn, dll • 
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Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan 
untuk kegiatan penanggulangan bencana, kcadaan darurat dan mendesak: 
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A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatun, Belnnja, dan Pembinyann 

Urainn 

+ ' Prasarann  Olah raga Mill Dea Pemnnfnntan I 

Lain-lain 

Aoknsi Dann Desa 

Jurinan Irigasi Desa 

Tempat Pemandian Umum 

Hail Uuaha 

Haail Aact 

Swadaya, utsipas dnn gotong royong 

S Parisipasi dan Ootong Royong 

Lain-lain Pendapatan Aali Desa 

Alokuni Dann Dcsa 

Pendapatnn Ali Dean 

PENDAPATAN 

] Bagi Haail BUMDes 

0I 3 

3 

I 4 90.99 Lain-lain 

2 1 2 '  o1 

2 

2 2 ill  Baian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daergh_ Knbuparen/kotn 

l i 
l I 1 

-- 

I l 01 

1 1 1 90 -99  

I  2  

" 1  2  01 

1 2 02 
1 2 03 I 
1 I 2 04 

1 2 05 

1 2 06 

1 I 2 07 I 
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I 
2 08 

1 2 90-99l 
1 3 

I  

1 3 01 

1 3 90-99 

I 4 

2 I [Transfer 

1 4 OI Hail Pungutn Desa 

Kode RekeninR 
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4 I 2 4 I Bantunn K Provins 
4 2 4 01 I - Bantunn_Keunngnn dan APBD Provini 
4 2 

I 

4 90-99 Lun-Jun_anrun Keuangan dani APBD Provinni 
4 2 I 5 Bantuan ' - APBD Kabupaten/Kotn - 
4 

- 2 sl 01 Bantunn_Keunngnn APBD Kabupaten/Kota 
4 2 5 90-99 Lgn-·ln_ Bununn Keungan dari APBD Kabupaten/Kota 
4 3 , _  lPendapnun Lain-lnn 

- 

4 3 7 1 
I 

Penermmn dun Hail Krrjasumn nntr Deen - 

4 3 1 01 -· ..an dnri Haail Kerjasma antar Dena . 

I 

4 3 2 Penerimnnn_ dnri_  Hail Kerinsama Dean dengan hale Ketiga 
4 3 2l 01 Penenimnnn dari Haall Kerjsama Dea Pihnk Keta 
4 3 3 Penermnann _ d nri  Eantuan Perusahann vans berlokni di Dena 
4 3 I 3 01 Penerimunn duni Bantunn Perusahann yang berlola di Des - 

4 3 4 Hibah dun umbangan dnri Pihnk Ketign 

4 3 4 01 Hibah dan umbungan dari Pihank Ketiga 
- 

4 3 s] Korcisi kesnlnhnn belanja ahun-tnhun angsaran sebelumnya yang menakibatknn pencrimann di kas Dena padn 

tahun' I  angsaran berjalan 

4 3 5 01 Korekt kesalahan blanja tahun-tahun nnggran ncbelumnya yang mengakibatknn penenimnnn di kns Dea padn 
tahun berialan 

� 

4 I 3 6 Bunsa Bank 

4 L 3 6l 01 Bunn Bank 

4 3 9 Lain-lntn 
... 

- Dena ans ah 

9]90.99] Lain-lain pendapatan Dea yang sah - 

4 3 I 

5 I I BELANJA 

5 1 'Belanin Pegawat 

5 I 1 1 Pen; '  
, .  

Tetap dan Tu r °  Kepala Desa 
- 

01 7 Pen '  
-- Tetap Kepala Desn 

- 

5 l- 1 I 

5 1 1 02 Tuniangan Kepala Dean 

5 1 1[90.99 Penerimman Lun Kepala Des_yang Sa.h 

I  2 Peny t  -  Tetp dan Tunjangan Perangknt Den 5 1 
I 2 01 • Pen ; '  

.  
Teup Perangjat Dess -1 

5 1 
5 t 1 2 02 I Tuniangan Perangkt Dea 
5 I I 2\ 90-99 Penerimann Lain Peranykat Dena yang Sah 
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I 
·- 

5 l 3 Arnn_So) Kc±Ala _ Des_ dn  Perangkt Dena 
5 1 3 0 snsn_Keshatnn epaln De 

s 1 • 3 02 .numinnn_Keschatnn Perngknt Dea 
5 l 3 I 03 

. 

L - - • -  '  
g  .  

1  
-  -  Dea 

s 3 04 Jarrun « ·  
_., 

in_ Perungkant Desa a 

 
5 1 4 -----· · BPD 

= 

II  
-  

5 1 4 01 
iiii,. 

- 

an Kedudukn BPD - 

- 

s l 4 02 Tu . Kinerjn BPD 
5 2 Belanja arung dan Jann 

- - 

s 2 I 1 Belanja Barang Perl er ''  
�  

I  

5  2  
.  

1  01 I I  Belania Perlen r '  
-  

ANat Tulis Kantor dan Benda Pon -- -  

5 2 1 02 Belau Perle+var Ant-nlat Listrike 
- 

5 2 I 
I  

03 Belanja P 
- ., 

. AMat-alat Rumah - 

'Peralatnn dnn ahan Kcberhan 
5 2 l 04 I Bena_Bahun Baar Minyak/as/lui Ulang Tabung Pemadnm Kebakaran 

- 

I - 

5 2 1 I 05 la i  
.■ . -- Cetak/t · A a a n  -  Blanin Barang Cetnk dan Pen "' 

5 2 
- 

06 Belania Perlent+. " 1 ; Kon su mi  (Malan/minum) - Belnnjn ran Konsums I l 
, _  

5 2 l 07 Belanja Eahan/Material 
- 

1 Belnnia Bendera/ Umbu}·umbul/Spanduk 
- 

5 2 08 
. 

.. 

Palkainn Dinn/Semaam/Atribut 
- - 

5 2 I 09 

5 2 I Ill 
i 

» Obat-obatnn 
- 

Belania Pakan Hewan/Inn, Obat-obatnn Hewan 
- 

5 2 I 1 1  -  -  

5  2  1  2  Belanja Pupuk/Obat-obatnn Perninn 

• Barang Perienr' 
a%a 

- - 

s 2 1 90-99 • 
-· 

 

5 2 2 I Belanja Jana Honorarium 
,-----, 

Belnnja Jasa Honorarium Tim yang Melacwnknn Kepiarn 
- - - 

5 2 2 01 - 

5 2 2 02 Belania Jana Honorarium Pembantu Tugas Umum Dea/Operator 
- 

- 

5 2 
- 

2 03 Belania Jana Honorarium/Insentif ' Des - 

5 I  2 2 04 Belania Jasa Honorarium Ahli/Profct/Konaultan/ Narasumber - 

5 2 2 05 Belania Jsa Honorarium Petugas - - 

2 2 90.99 
- - 

. 

Jns Honorarium Lainnya - 5 

5 1 ,  2 3 Belania Perialannn Dinns 

5 2 3 01 Belnnfn Perjalarnn Dinas Dalnm Knbum··n/Kot 

02 Belnnin Petjnlannn Dinas Luar Kabupaten/Kotna 5 2 3 
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5 2 3 03 j n-Lann Kursun/Pelntihan 
5 2 4 Belanju Jasa Sewa 
5 2 4 I 

01 
a  .  

Jana Scwa ]Gedung/Ruane 
- 

I 

5 2 4 02 Belanjn_nsn Sewn Peralntnn/Perlenkxoncn 
I 

5 2 4 I 03 I Benni_usu Sewn Sarann Mobilitas 
I 

5 2 4 190.99 BelaniaJusn Sewn Lainnva 
- I 

I 5 2 
I 

5 Belnnia O 
. 

I Perkantoran 
5 2 I s 01 

a 

Jana I an Listrik 
5 2 5 02 Belanin_Jasn Lan Air Bermih 

- 

5 2 5 03 I Bclanja Jasa Langgnnnn Majalah/Surat Kabar 
5 2 5 04 Belania Jasa L a n  Telepon 

- 

5 2 5 05 . Belanja Jasa Lan Internet 
5 2 5 06 Belanja Jana Kurir/Po/Giro 

- 

5 2 s I o7 Belania Jasa P liin/Paiak 

5 2 s 90-99 Belania O r   
.  

Perknntoran Lainnva 
5 2 6 I Bclania Pereliharann I 

5 2 6 01 Belania Pemelihnraan Mesin dnn Peralatnn Bera 
- 

5 2 6 02 Belnnia Pemelihnraan Kendarann Bermotor 

5 2 6 03 I Bclanin Pemelihnrnan Pernlatnn I 
5 2 6 04 Belanja Pemeliharann Bangunan - i 

5 2 6 05 Belania Pemeliharann Jalan 

5 2 6 06 I 
Belania Pemeliharann Jembatan 

5 2 6 i 07 Belnnia Pemeliharann Irigasi/Saluran Sunga/Embung/Air Bersih, ; 
. 

.Air Li», Persapahnn. dll) 

5 2 6 08 4 
. Pemelihnrann Jaringan dan instalasi (Lisuik, Telepon, Internet. Komuniknsi, dll) I 

90.-99 Belaniju Pemelihnraan Lainnya 
- 

I s 2 6 - 

5 2 7 Belania Barang dan Jnsa yang Diserahknn kcpada_Masyarakat 

5 2 7 01 Belanja Hahnn Perlengkapun yang Diserahkan_kc masyaraknt ' 
I 

5 2 I 7 02 I Belania Bantuan Mesin/Kendaraann bermotor/Peralatnn yang discrahkan kc mas y a r aknt  
I  

5 2 7 03 Belnnia Banruan Rannnn yang discrahkan kr masyarakgt 
- 

5 2 7 04 Belnnin Bensiswa Berprestasi/Masyaraknt Miskin 

5 2 7 05 I Belania Bantunn Bibi Tannman/ Hewan/Ikan 

5 2 7 90.-99 Belnnia Barang dan Jasa yang Diserahknn I 
% 

Musyark@ut Lninnya 
� 

3 
I Blania Modal 5 - 
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$ ,.I l r1 ,1 tea Mare..d. Ten.a.h 
$ t 0l pee_au_Mu_er.sun[Per.tel Tana. 

ff 
I 

«g we_Ma'em.tarn_Mara.m Tm Tanh 
a l s  �  e5 be_uMau.'Jr.learn_dun Jent+tan Serif.Let Tana.h -- 
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� Ji , 
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$ 
• 
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J 0+ tu.ua_Maul4amar fem erg Melakeanaln Kezitan 

t s  4  e1 fwsrgu_Miu_re-wttan Doler»k dan Alat Studio 
d 0 fwluc Mota! Pew.latn emrutrr 

«4 '!: r 0e fw're Ma Feretn Mctralair dan Aleeni Ruanran 
$ 1 e [wsag Ma.t Per.utan Darur 

� 
- 

4 

' 
: an fwtee Mota! Pe-rlatan Alt Lur 

4 1 
Jill ce 

1 ,  

_Fe-y_Moul Peret Rae bu-rambu/Patak Tarah � 

: Cii Fwle Mou' Perlt.an khuwuas Krs hatan 
« $ J c fiwr Moad Persten khusu Pernin / Perla.nan / Peternnlan 

« 1 

' 
1¢ fwlac Mod tMrwn 

$ t I 1t twtue adud . 

Alat-AMat Ierat « 

: w pvt.r Mou! Porta, Mn, den Alat [erat Larva 
« . , ... fiwlace Maud rdnra 

�J $ 1 0 flus Modal Hamar Tm van Melalcsarakn ' ·  

_}\ ,« pet.era Moad Kr.ran Dart Ierotor h  d  

$ 1 [°;J, fwlee Moad Angie.ten Drat 'TMak Lerotor I 

- 
$ 

' 
4 flue Model rndran _Ar Dermot.pr - 

-- 
Pwde Mou! Angrut_Ar Tu Iermotor $ 

, 
& 

4 $ I, «. fwlea Maud iKrnsrn_nm 

4 $ « tea MA] Oedun. [arguran dun Tran 

d « 4 a u4 4 u  % a4 4 a  L  u e  

A 4 
I  

$  u 4.,44 g. s, a « d 
I 

$ $ d n fwecru Mata.l Ia.au.n Iuu 

4 
, 

d 0M fwy Mola.d frwaw Fera.lur 

I 4 $ 4 we Moad .Jun[lrs.r nu_.Jal any 
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cj1 
3 

5 3 5 0I Belunu_Modal_Monat_Tmn_yang_Mealksnnkn Kcgatan 
5 3 s 02 lan_Moul_upah Tenaga Kerja 
5 J 5 03 Eelaa Modal Bahn Baku 
s 3 5 04 Ilana Modal Sea Peralatan 
s 3 

I 
6 [elaia Modal Jembatan 

s 3 0 01 _Deluna_Modal Hangr Tr_yang Melakasanaknn Kemiatan I 

s -� 6 02 

' 
py_ 4  -  

44u44 11At fume era 
5 3 o 03 Belaa Modal Bahan Baku 
5s 3 o 04 Belnnja Modal Sewn Peralatan 
s J 7 [elnfa_Modal lrgmsPEbung/Ayr Sungni/Drainase;Air Limbah/Persnmpahan I 

5 3 7 ol Belia_Modal Honor Tim yang Mellcanaknn Keratan 
5 J 7 02 Belania Modal LUA Tena Kerin 

Belania Modal ahan Baku - - - 5 J 7 03 

s 3 04 Belanija Modal Sewn Peralatan ·- 7 
- - 

- s 3 8 Belania Modai J Instalasi 

5 3 8 0 1  BelanaModu Horr Tirn_ sun g  Mela@anknn Keetan 

Belama Modal Unah Tennsn Kenia 
-- 

I I  s 1 6 02 
5 3 8 03 Belania Modal Bahnn Baku - 

Belania Modal Sewa Peralatan 
% 

5 3 8 04 - I I  

s 3 9 Belanja Modal Lainnya 

s 3 9 01 
a  

Modal khusus Pendidian dan Perpuntakann 
I 

5 1 9 
I 02 Belnnia Modal khusus Olahrasn 

5 3 9 03 Belania Modal humus Keseninn/Kebudayaan/keagamsun 

5 3 9 04 Delania Modal Tumbuhun/Tanaman 

5 3 9 05 • 
I 

Modal Hewan 
- -  

90-99  -· - 
.. 

Modal Lainnya 5 3 9 

5 4 Belanjn Tak Terduga 

5 4 1 Belia Tak Terdug 
I 

s 4 l 01 Belnnja Tak Terdugn 

6 PEMBIAYAAN 

6 I Penerimsnn Pembinyann 

6 
[ 

I 1 SIL.PA Tahun Scbelumya 
I ' -  

6 I  • 
1 01 SILPA Tahun Sbelumnyn - 
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I 
I 6 1 2 Pencairan Dann Cadangan 

6 1 2 01 L Pencniran Dann Cadnnran 
6 I 1 3 

I 

Hasil Penfualan Kcknyann Desa yang Dipisahknn 

6 1 3 01 I  Hnail Penjulnn Keknynan Desa vang Dinisnhkan 

6 1 
I 

9 l Penenimann Pembinvann Lainnva 
- 

90.99 Penerimann Pembinynnn Lainnya 
- 

6 l 9 
6 2 Pengelunran Pembinyvann 

6 2 1 Pembcntuknn Dana Cadangan 
- 

6 2 1 01 Pembcntukan Dann Cadangnun 

6 2 2 Penyertnnn Modal Dena 

6 2 2 01 Penvertann Modal Dcsa 

6 2 9 J Pengelunran Pem t '  lainnya 
I 

6 2 9 90-99 Pengeluarnn Pembinyann linnya 
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B.1  Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

KEPALA DESA • • . • •  (Nara Dcsa) 
KABUPATEN/KOTA........ [Nama Knbupatcn/Kota) 

PERATURAN DESA... (Nara Dcsa) 
NOMOR .. •  TAHUN •• •  

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN •••• 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (Nama Dcsa), 

Menimbang 

Mcngingat 

Menetapkan 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa scbagai wujud 
dari pengelolaan kcuangan Dcsa dilaksanakan sccara terbuka 
dan bertanggung jawab untuk sebcsar-besamnya kemakmuran 
masyarakat Dcsa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa Tahun 
Anggaran ...... termuat dalam Pcraturan Dcsa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa Tahun Anggaran •••• 
yang disusun scsuni dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kcbersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
dan kemandirian schingga menciptakan landasan kuat dalam 
mclaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan scjahtera; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran ....; 

I . . . . . · 5  
2 . . . . . · $  

Dengan Kescpakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ••• (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ••• (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN_ DESA TENTANG ANGGARAN PENDAP; r» 

DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN PATAN 
FrVIY + » , ,  
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Panal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa Tahun Anggaran 
•. .• .  dcngan pcrincinn scbagai bcrikut: 
I .  Pendapatan Dcsa Rp. . . .. . . . . . s s . . . . . . . . s . .  

2. Bclanja Dcsa Rn.. .a±u:om2 
Surplus/Defiait R p . . . . o r . s o . s s . .s o + s o s . . . .  

3. Pembiayann Dcsa 

a. Penerimann Pembinyann Rp. . . . , s s s s s s s s s s . . s s s s s s ,  

b. Pengeluaran Pembinyann Rp..en:=±±.± ±4  

Sclisih Pe m b i ay ann ( a - b )  Rp.. . . , ss s s s s s s s ss. . . .  

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapaun dan Belanja 
Dcsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tnk terpisahkan 
dari Peraturan Desa ini: 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dnlnm Pasal 2 mcmuat: 
a. APB Desa; 
b. daftnr pcnyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dann cadangan, jika tcrsedia; dan 
d. daftar kegiatan yang beclum dilaksanakan di tahun 

anggaran scbclumnya, jika ada. 

Pasal 4 

Kcpala Desa menetapkan Peraturan Kcpala Dcsa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
scbagai landasan opcrasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 
(I) Pemcrintnh Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bcncana, kcadaan darurat, dan 
mendcsak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan anggaran jenis bclanja tidak 
terduga. 

(3) Pemcrintah Dcsa dapat mclakukan kcgiatan 
pcnanggulangan bencana, kcadaan darurat, dan 
mendesak yang belurn tcrsedia anggamannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalar rancangan peraturan 
Desa tentang perubahan APB Dcsa. " 

(4) Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) harus 
mcmcnuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Dcsa dan tidak dapat diprediksi 
scbclumnya; " 

b. tidak diharapkan tcrjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Desa; 

d. mcmiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 
dalam rangka pemulihan yang disebabkan olch 
kcjadian yang luar biasa dan/atau permasalahan 
sosial; dan " 

e. berskala lokal Desa. 

Dalam hal terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 
_ pcn d a p a tan  Desa pada tahun bcrjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar objck belanja; dan 
"hf&atan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 
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dan mcnycbabkan SiLPA aknn dilaksanakan dalam 
tahun bcrjalan. 

kepala Dcsa dapat mendahului perubahan APB Dea 
dengan mclakukan pcrubahan Peraturan Kcpala Dcsn 
tentang Pcnjabaran APB Dsa dan mcmbcritahukannya 
kepada BPD. 

Peraturan Dcsa ini 
diundangkan. 

Pasal 7 

mulai berlaku pada 

Agar sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan Desn ini dalam Lembaran 
Dcsa... ...(Nama Dcsa). 

Ditctapkan di . . . . . . s ... . .. s s . .  

pada tanggal . . . s s s s s s s s s s s s s s .  

KEPALA DESA ..(Namna Dcsa) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ••• 
pada tanggal •.. 

SEKRETARIS DESA .. .  (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA •. .  (Nama Dcsa) TAHUN . . •  NOMOR .. .  

Dipindai dengan CamScanner 



B. 2  Format APB Dsa 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA 

NOMOR :.TAHUN. · s . . . . . .  

TENTANO. 

ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA. • • • • • • • . .  
TAHUN AN G OARA N .. . . . . . .. ..  

Contoh: 

KODE REKENING URAIAN 
ANGGARAN 

Rp. 

SUMBER 
DANA 

14 l2 Transfer 
4 [3 ] Pendapatan lain-lain 

-" 

" I 

J 
1 1 

1 p I I 

I 
j 

1 1 1 

1 s3 

's I 

5 1 

JUMLAH PENDAPATAN 

I BELANJA 

Pemerinthnn Des 
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operanional Pemerintahan 

Penyediann Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Kcpala Dess 

Administrasi Kependudukan, Pencatatan 
Sipil, Sttistik dan Kearsipan 

Felayanan administrasi urum danl 

kependudukan (Surat Pengantar/Polayanan KTP, 
Kartu Keluarga, dll) 

Belanja B dan Jana 

Pelaksanaau Pembangu nan Dca 
Pendidilan 

Perbangunan/Rehabilitaai/ Peningkatan 
Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desa/Sanggar Belajar 

Dipindai dengan CamScanner 

r l  
l 3 I 

I  ' ]  
I  -  

l  3 l  5 2 

2 
I  

2 1 I  ;  

2 1  5  



$ 

I 
I 2 1 05 5 3 Belanja Modal f 5 Penanggulnngan Bencana, Keadann Darurat dan 

' 
I Mendesak 

5 1 I Penanggulanpan Bencana 
5 1 5 4 Belanja Tnk Terdumn 
5 l I  Kcadnnn Darurat 
5 I 1 5 4 Belanjn Tak Terdus 

I dst 
, ,  

I  JUMLAH BELANJA 
I 'SURPLUS (DEF1SIT 

I 
I 

I 6 PEMBIAYAAN 1 
6 1 Penerimann Pembinyann 

r J 6 2 Penzeluarn Pembiayann 
' ,  

I  lSELSIH PEMBIAYAAN I I 

. d id . « . .i i  d i . . . i d « . a . . . .« .  

�tlJIJe.� .. . . . . . • • . . . • . . . . .  ,  

r(J, .. ■ I r • ■ ■  II  If  !I. Ii 1 1111  Ill • ■ ■ • • ■ • • • ■  I ■  " ■ ■ ■ I §  I' • ■  ■J 

Keterangnng Cara Pengisinn 
Kolom 1 diisi berdnarkan klanifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang 
b. sub bidang; dan 
c. kegintan 

diini berdasarkn klasifikasi ckonomi terdiri dani Pendapatan, Belanja dan 
Per biayann: 

Bagian pendapatan diii: 

a. pcndapatnn; dan 

b. kelompok pendapatan. 
- Bagian Belanja diisi: 

a Belanja; dan 
b. jenis belanja (discsuailan dengan jenis kegintan) 

- Bagian Pembinyaan diii: 

Kolom 2 

Kolomn 3 

Kolom 4 

Kolom 5 

a. Perbiayan; 
b. Kclompok pembinyaan. 

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (namenklatur dan kode 
rekening lihat lampiran A Permendagri ini) 
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 
kegintnn (kolom 1.c) terkait 
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C. I .  Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 

KEPALA DESA •.• • •  (Nara Dcsa) 
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Dcsa) 
NOMOR ••• TAHUN ••• 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
- TAHUN ANGGARAN . . . . . . · . . s . . .... . ...  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA... (Nama Desa), 

Menimbang : 

Mengingat 

bahwa scbagai pclaksanann ketentuan Pasal 4 Peraturan Dcsa 
Nomor....... Tahun •..•.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kcpala 
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dcsa.....(Nara Dcsa) Tahun Anggaran ......} 

I . . . . . . · i  

2 . . . . . . . %  
3. . . . . . . dan  seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN •••.• 

Rptll,. llllll!lliillli!lllll• r ■  ■  l!l  •.i• 

Rp..,.111 !l ii ! l ll • F lfl ll • • ·  i  ••Ill 

,Rp.ii!li l ill•l l 1 aj r ll ll ll ii li ll '11 11 '9 1 1! •  

Np.11111 1
91  ..  � " " " " " " "' • ·  ., , 1 ,  
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Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayann Dcsn 
a. Penerimann Pembiayaan 
b. Pcngclunran Pembinyann 

Sclisih Pembiaynan ( a - b  )  

Rps±:::± ± ±  

Rp. .  . . .. .. . . ..  

R p . . . . . . . · s s +o r s ·  

Rpass± 
Rp . . . · + so . + . .  

Panl 2 
Urainn Iebih lnjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Dsa sebagaimana dimnksud dalam Pasal 1 tercantum dalnmn 
Lampiran yang merupakan baginn tak tcrpisahkan dari Peraturan 
Kcpala Desa ini 

Pasnl 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapntnn Bclanjn Dcsa yang 
ditctnpknn dalam Peraturan ini ditunngkan lebih lanjut dnlnm 
Dokumen Pelaksanann Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kcpala 
Uruaan dan Kepala Seksi pclaksana kcgiatan anggaran. 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangknn. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintnhkan pengundangan 
Peraturan Kepnla Desan ini dengan pencmpatannya dalam Berita Desn 
••• • • • •  (Nama Desa) 

Ditetapkan di . . . . . . . . . . . ..s s s s · .  

pada tanggal . . . . . . . . . . . . . s s . ··· »  

KEPALA DESA (Nama Dcsa) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di . . .  
pada tanggal • . .  

SEKRETARIS DESA ••. (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

BERITA DESA •.. (Nama Dsa) TAHUN NOMOR } u  + ,  I  ·I  + + ·  
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C. 2 .  Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dean 

LAMPTRAN 
PERATURAN KEPALA D ES A . . .  
NOMOR TAHUN.. ». 

TENTANO 
PEKJAARAN ANGOARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES 
PEMERINTAH DESA . » s o s . s ·  

TAHUN ANCOARAN......s....· 

a l " ' l e ; f i l = [ ,  
1  ]  

I I  I  
I I  J  

I  

4 l 5 6 7 

£ L L A R A N / O UTPUT'  ANGGARA SUMBER 

VOLUME] SATUAN N DANA 

3 

4 ]  ]  I  /Hamil Rahn 

4 1  1  

KODE REKENING 

, 

1 

4 1 2  Transfer 

I ..../<Obyek Pendapatnn> 

re • 

nt E l f  

Dana Tenn 

Penerimaan dani Hansil Kerjnsama 
Antar Dcsa 

ftp_41f, 

,, , , n i n  lain _l 

[ 

[ 4  3  1  

4 l 3  
I  I  

I  I  I  

I  I  

I I  

s 

[ 

·  7  

' ]  

'l  

1 ' 1 I  

1 ] ] o i  

Penyelenggaran Belanja 
Penghasilan Tetnp, Tnjangan 
dan o ional Pemerintnhan 

elRnja n. .  :  l  

Penghasilan Tetap & Tunjangan [ 
Ke pala Desa  j  

3 
1 01 5 1 

1 1 l o 1 5 I I  

1  1 [0 1, 5 ] 1  1  

1  

1  
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- 
1 

I 
3 o1 I  Pelayanan administrasi umum I I 

dan kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelaynan KTP, Kartu 

- I Keluarga, dll) 
I 

I I 

1 3 01 2 2 - �  f  ... 

dnn .Jnnn 
I 

[ 4 ]  

3  01 2 2 2 
. ' J en  H  n-·rium I  1 

- 

I  <Rincinn Obyek Belanjn> 
I I 

I Pelnk 
a 

Den 2 [ 

2 1 lendidikan 

2 �  05 ;  Pembangunan/'Rehabilitnsi/ Penin 

gktan Sarana Prasarann 
I Perpustaknun/Taman Dacnan 

I 

I Desa/Sanggr Belajar 

2 1 0 3 
% .N  

4 a  Modal 

2 I 1 05 5 3 4 Belanin Modal (cdungdnn 
I Le "» « 1. ,  

I  
1  1  05 5 3 4 « 

«< R i n c i a n C '  ·  

I  
s  

I  I  
Pennggulangan Bencann, _ 
Kcadann Darurut_dan Mendes 

I � a 
« pencnyn I 5 1 L f I 

I I  s 1  0 -· 
l I 

·- 

4 I 
. 

' Take T 
;i 

sr' 5  I. n 5 de 

Belanin Tak¢ T 
., 

I ' 5  1  00  s  4  00  
5  1  loo s 4  0o loo Belanin Tak¢ 'Tetdugn 

I I I 

I 
I I JUMLAH BE1ANJA 

I SURPLUS /(DEFISIT 

6 - a .4 i  
J  

I  r  Penerimnan Pe 
« 

"pp 6 1 

l 6  1  11 Si1pA Thu c 1 e n  
'  

6 1 1 I  g4p4Ahun & t i n  

I  6  2  Penseluaran Pembinvnnm 

l 6  2  1  
, =  �  

+ ] n n  Dnnn Cndangan 

6 2 2 1 iPembentulnn Dana  Cadanmnn 1 1  l  

I  I  -- 

l 

I ds I 

I I I I [9ELISIH PEMBIAYAAN I 

a .d id 4 d i 4 4 g i n «  
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Kolom 3 
Kolom 4 

Kolom 5 

Kolorm 6 

Kolom 7 

- Bagian pendapatnn diisi: 
a. Pendapatnn: 
b. kelompok pendapatan: 
c. jcnis pendapatan; dan 

d. obyek pendapatnn 
- Baginn Belanja diii: 

a. belanja; 

b. jcnis belanja (dissunikan dengan jenis kegintnn); 
c. obyck belanja: dan 
d. rincinn obyek belanja. 

- Bagian Pembinyaan diisi: 
a. pembiaynan; 
b. kclompok pembinyann; dan 
c. jcnis pembiaynan 

Urian Pendapatnn, Belanja dan Pembiayann (Lihnt Lampiran A Permendagri ini) 
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) 
input pada rincian obyck bclanja (Kolom 2.d) 
Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatnn dan satuan (paket, unit] 
input pada rincian obyck belanja 
Anggaran diisi dengan jumlnh angsaran yang ditctnpknn 
Sumber Dana diiai dengan Sumber Dana yang digunaknn dalam kegintnn (kolom 1.c) terknit 
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D. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Dcsa tentang APB Des 

PANDUAN EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

A. DASAR PEMIKIRAN 

I .  An ggaran  Pendapatan dan Bclanja Desa (APB Desa) scbagai wujud dari 
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan discpakati olch Pemcrintah 
Dcsa dan Badan Permusyawaratan Dcsa (BPD) sccara tcrbuka dan 
bcrtanggung jawab untuk scbesar-besarnya kemakmuran masyarakat Dcsa 
ditetapkan tiap tahun dcngan Peraturan Dcsa. 

2. APB Dcsa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Dcsa yang 
bcrdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, scrta tertib dan disiplin 
anggaran. 

3. Bahwa berdasarkan Pcraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Dcsa 
tcntang APB Dcsa harus dicvaluasi oleh Bupati/ Walikota. 

4. Bcrdasarkan kctcntuan scbagaimana tcrscbut di atas, Menteri Dalam Negeri 
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa scbagai acuan 
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Pcraturan Desa tentang 
APB Desa dan Rancangan Peraturan Dcsa tentang Perubahan APB Dcsa. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu: 
1 .  Maksud 

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tcrcapainya prinsip kcpatuhan, 
kesclarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Dcsa dalam 
membiayai Pembangunan Dcsa bcrdasarkan kcwcnangan Dcsa yang 
mcngutamakan kcpentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan. 

2. Tujuan Umum 
Panduan ini bertujuan untuk mcmbcrikan acuan kcpada Bupati/Walikota 
dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tcntang 
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tcntang Perubahan APB Dcsa, 

C. SASARAN EVALUASI 

Sasaran pelaksanaan cvaluasi, yaitu: 
1 .  Dipcrolch data dan informasi yang akan mcnjadi dasar untuk mcmbcrikan 

penilaian kcpada Dcsa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan 
penetapan Rancangan Peraturan Desa tcntang APB Desa dan Rancangan 
Peraturan Dcsa tentang Perubahan APB Desa. 

2. Dip"mHch data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan 
penilaian kcpada Dcsa dalam kaitannya dengan substansi dan materi 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancanpa r  P e a t  
Dcsa tentang Pcrubahan APB Desa. gan 'craturan 

D. RUANG LINGKUP EVALUASI 
Ruang lingkup pclaksanaan Evaluasi, yaitu: 
I1 .  Aspck administrasi yang mcliputi identifikasi kclengkapan data dan i n fo m nm % % ;  terkait dokumen pendukung dalam r v  i n . , ,  ' '  s  A  .. ,  1normasi 

' pcnyusunan Rancangan Pcraturan Dcsa 
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tcntang APB Dcsa dan Rancangan Peraturan Dcsa tcntang pcrubahan APB 
Desa; 

2. Aspck lcgalitas yang mcliputi identifikni pcraturan-pcraturan yang mclandasi 
pcnyusunan Rancangan Peraturan Dcsn dimnksud; 

3. Aspck kcbijnknn yang mcliputi identifikasi konsistcnsi substnnsi dan matcri 
dcngan RPJM Dcsn dnn RKP Dcsn, dan 

4.Aspck substnnsi anggaran dalnm struktur APB Desa yang mcliputi 
pcndnpatnn, bclanjn dnn pcmbiaynan. 

E. EVALUASI 
I .  Persiapan Evalunni 

a. Langknh-langkah yang pcrlu dilakuknn dnlnm pclaksanann pcrsiapan 
cvalunsi, yaitu: 
1 )  Pembentuknn Tim Evaluani APB Dcsa Kabupaten/Kota ditetapkan 

dcngan Surat Kcputusan Bupat/Walikotn tentang Pembentukn Tim 
Pclaksnnaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pcdoman Pelaksanaan 
Evaluasi APB Dcsa, dalam hal pelaksanann cvaluusi olch 
Bupati/ Walikotn. 

r 2) Tim Evaluasi APB Dcsa scbagaimnna dimaksud huruf a, terdiri dari: 
a) Kctun Pejabat pada Bagian Hukum Sckrctariat Dacrah 

Kabupaten/Kotn 
b) Sckrctnris Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemcrintnhan Dcsa Kabupaten/Kota atau 
scbutan lainnya 

b) Anggota SKPD terkait 
3) Bcrdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati/Walikota dapat 

mendclcgasikan cvaluasi Rancangan Peraturan Dcsa tcntang APB Desa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Dcsa kepada 
camat atau scbutan lainnya. 
Apabila pclaksanaan cvaluasi APB Dcsa didclcgasikan kcpada Camat, 
sclanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Kcputusan 
Bupat/ Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Dcsa dilampiri 
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Dcsa. 

4) Pendclegasinn kcwcnangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Dcsa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Dcsa kcpada camat atau scbutan lainnya, selanjutnya 
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang tcrdiri dari: 

a) Ketua Camat 
b) Sekretaris Sckretaris Camat 
c) Anggota Unsur pcmcrintah kccamatan dan UPT 

Kccamatan tcrkait 
5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pcjabat atau staf yang memiliki 

kompctcnsi scsuai bidangnya dari unsur tcrkait untuk melakukan 
cvaluasi Rancangan peraturan Dcsa tentang APB Dcsa dan Rancangan 
Peraturan Dcsa tentang Perubahan APB Dcsa. 

6) S"gala biayg yang dibutuhkan olch tm evaluasi dalam melaksanakan 
tugasnya dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan B e l a n i ·  D  :rah  (APBD) Kabupaten/Kota. 'n man mcianja ' a c r a h  
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b. Dokumen Evaluasi 
I) Dokumen Utamn 

a) Rancangan Pcraturan Dcsa tentang APB Dena yang tclah discpakati 
bcrsama BPD; dan/atau 

b) Rancangan Peraturan Dcsa tentang Pcrubahan APB Dcsa yang tclah 
discpakati bcrsama BPD 

2) Dokumen Penunjang (alat verifikani) 

a) Disampaikan olch Dern 
- Kcputusnn Musyawarah BPD Pembahasan dan Penycpakatnn 

Rancangnn Perturn Denn tentnng AP Dcsa (untuk cvalunsi 
Rancnngan Perdcs tentang APB Dcsa), bcrita cara hasil 
musyawnrah; ntnu 

- Kcputusan Musyawrah BPD Pembahanan dnn Penycpakatar 
Rancnngan Peraturan Dcsa tentnng Perubahan APB Dca (untuk 
cvalumni Rancangan Perdcs tcntnng Perubahnn APB Dcsn); 

- Rencana Pembangunan Jangka Menengnh Dcsa (RPJM Dca). 

· Rencana Kerja Pcmerintah Dcaa (RKP Dcsa) tahun bcrkennnn. 
- Dokumcn yang rclcvan (misal, Perdcs tcntang pcmbcntukan dana 

cadangan, Perdcs tcntang pcndirian BUMDcsa, hasil unalisa 
kclayakan pcnycrtnnn modal BUMDes, dll) 

b) Disiapkan oleh Tim Evalunsi 
- Peraturan Bupati/Walikota tcntang Pengclolann Keunngan Dcsn 
- Peraturan Bupati/Walikota tcntang Daftar Kcwenangan 

berdasarkan hak asal-usal dan lokal bcrakala Dcsa 
- Perdcs tcntang Penetapan Daftar Kcwenangan bcrdasarkan hak 

usal-usul dan lokal berskal dcsa 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pcngadaan Barang/Jasa di 

Dcsa 
- Peratuman Bupat/ Walikota tcntang Dana Dcsa 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Dcsa 

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Dacrah 

- Peraturan Bupati/Walikot tentang Satuan Harga 
Kabupatcn/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di 
Desa 

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa 
- Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

2. Pelaksanaan Evaluasi 

Proses evaluasi dilaksanakan dengan mcnempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: 
a. Pcmeriksaan kclcngkapan dokumen, cvaluasi administrasi dan lcgalitas. 

I) Evaluasi administrasi dan lcgalitas meneliti bcbcrapa hal scbagai 
bcrikut: 

a) Kcpatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 
b) Kcpatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan 

yang akan dievaluasi; 
c) Konsistensi pcnggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan 

peraturan yang akan dicvaluasi; 
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d) Kcscsuaian Rancangan peraturan yang akan dicvaluasi dengan 
tcknis penyusunan pcraturan Desa; 

2) Langkah-langkah cvaluasi: 
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen cvaluasi; 
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kclengknpan lampiran 

scmua dokumen; 
c) Langkah 3 : Pcnclitian dan penganalisinn nomor, tanggal dan 

kclcngkapan lampiran scmua dokumcn; 
d) Langkah 4 : Pembandingan tnnggal penyampainn scmua dokumcn 

dcngan kctentuan yang bcrlnku tentang batas waktu penyampa1an 
dokumen; fd 

c) Langkah 5 : Kesimpulnn sccara narasi tentang hasil langkah I s 
4. 

Catatan : Jika dari hasil pemeriksann kclengknpan dokumen tidak terpcnuhi 
scsuai ketentuan, Tim Evaluasi mcminta kcpadu Pemerintah Des 
untuk mclengkapinya. Waktu pelaksanaan cvaluasi dihitung kembali 
sctclah dokumen ditcrima sccara lcngknp. 

b. Evaluasi kcbijakan dan struktur APB Desa/pcrubahan APB Dcsa. 
Langkah-langkah cvaluasi tcrtuang dalam lcmbar kcrja, terlampir. 

3. Hasil Evaluasi 
Setelah sclesai mclaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang pcrubahan APB Dcsa, Tim 
Evaluasi menyusun laporan hasil cvaluasi yang dituangkan dalam Kcputusan 
Bupati/Walikota. 
Laporan hasil cvaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan tcmuan analisis 
terhadap Rancangan Peraturan Desa tcntang APB Dcsa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa scbagai umpan balik kepada 
pcmcrintah Dcsa untuk melakukan penyempurnaan atau persctujuan 
tcrhadap Rancangan Peraturan Desa tcntang APB Dcsa atau Rancangan 
Peraturan Dcsa tentang Perubahan ABDcua. Laporan hasil cvaluasi (LHE) 
tcrscbut sccara garis bcsar menyajikan informasi mengcnai; 
(a) cvaluasi atas sistcm APB Desa atau Pcrubahan APB Desa, dan 
(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa. 

Laporan hasil cvaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau 
[gan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didisuibusikan 
KCpua ; 

a. Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau scbutan lainnya; dan van cs 

b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. 
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Lcmbar Evaluasi APB Desa 
Kabupaten/Kota 
Kccamatan 
Desa 

• • 

-  

I  
Kescsuainn I 

No. Aspck/ Komponen Periksn Alat Verifikasi Keterangan 

Ya I Tdak 

1 Aspek Administrasi dan Lenlitas I  I  

1 . 1  Apakah scmua dokumen cvaluasi telah 
- -  

I  

ditcrima dari Desa sccara le 
,., 

- 

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes - Kcputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 huari setclah 
tentang APB Desa atau Rancangan Perdes f BPD Pembahasan dan discpakati bersama. Pcrdes tentang 
tcntang Perubaham APB Desa dilakuknn Penycpakatan Perdes tentang APB APB Dcsa/Perdes tcntang I 

tcpat waktu Desu/Perubahan APB Dcsa (lihat Perubahan APB Des harus 
anggal keputusan) diajukan kcpada Bupati/Walikota 

I atau camat untuk dicvalunsi 

1 .3  Apakah BPD telah menycpakati Rancangan Kcputrusan hasil Musyawarah 
- 

Berdasarkan Permcndagri 
Perdes tentang APB Dcsa/ Rancangan BPD Pembahasan dan mengenai BPD 
Perdes tentang Perubaham APB Desa I Penyepakatan Perdes tcntang APB 

Dcsa/Perubahan APB Desa 

Kesimpulan penilainn aspek Administrasi dan Legalitas: I 

I 

I 
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2 Aspck Kebijakan dan StruktrAPB Desa/Perubahan APB Desa 
2 . 1  Umum I 
2 . 1 . 1  Apakah Rancangan Perdes tentang RKP Desa atau RKP Perubahan 

APBDes/Perubahan APB Desa disusun tahun bcrkcnaan 
berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan 
tahun berkenaan 

- 

2 . 1 .2  Apakah penempatan pos Pendapatan telah I 

sesuai dengan peraturan Perundang I 

undangan I  I  I  
2.2 Pendapatan - 

2.2.1 Apakah cstimasi pendapatan rasional dan 
realistis 

l 

2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Dcsa yang Perdes terkait PADesa (misal 
l 

Perdes tentang Pungutan, dll) bersumber dari Pendapatan Asli Dcsa 
rasional dan rcalistis, scrta didapatkan I 

sccara legal dan tclah diatur dalam 
I I  

I Peraturan Desa I 
2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Desa yang l 

bersumber dari Dana Transfer rasional dan ' 
I 

realistis � 

2.3 Belania I 

Apakah penempatan pos Belanja telah I - 

2.3.1  
sesuai dengan peraturan Perundang 
undangan 

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai Perbup/Perwal tentang Daftar 
dengan K gan Dcsa J I Inventaris Kewenangan Dcsa I 

2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang 
I 

dilakukan lebih dari I (satu) tahun anggaran 
(multycurs) I  

2.3.4 Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam 
I I  

APB Desa paling banyak 30% dipergunakan 
I Il 

untuk: 
1 .  siltap dan tunjangan Kades dan perangkat I 

- 
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Peraruran Desa tentang 
Pembentukan BUMDes dan hasil 
analisa kelayakan usaha 

 Peraturan Desa tentang Dana 
Cadangan 

Standar Harga yang ditctapkan 
Kabupaten/ Kota 

Peraruran Bupati tentang ADD / 
atau Perbup tentang Penetapan 
Siltap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 

I Peraturan Bupaui tcntang ADD 
] atau Perbup tcntang Penetapan 

Siltap Kepala Dcsa dan Perangkat 
Dcsa 

I I 

1 1  

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMDes, 
telah sesuai dcngan peraturan perundang 

undangan dan ditctapkan melalaui 
] Peraturan Desa dan memenuhi nilai 
]_IKClauHluu _-.uu_.}}l { 
2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada 

pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA 
tahun an sebelumnya 

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan 
untuk pe c r taan  modal pada BUMDes 

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah 
ditetapkan dengan Peraturan Desa 

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan 
untuk pembentukan Dana Cadangan 

2.4.1 Apakah penempatan pos P~mbiayaan telah 
sesuai dengan peraturan Perundang 
undangan 

2.3.6 Bcsaran Tunjangan dan Operasional untuk 
Anggota BPD, serta insentf RT/RW 
dianggarkan sesuai yang ditctapkan dalam 
peraturan Bupati/Walikota 

2.3.7 Alokasi bclanja dengan output yang akan 
dihasilkan logis karena tclah 
mempcrhitungkan tingkat kemahalan dan 
gcografis (Standar Hara) 

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasional untuk 
Kepala Desa dan Perangkat Desa scsuai yang 
ditetapkan dalam peraturan 

]Bupati/Walikota. 

Desa;  

2. operasional pemerintahan Dcsa; 
3. tunjangan dan operasional BPD 

[ _  . in sen tif rukun  tetangga dan rukun warga. 
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- 

- 

2.4.7 Pada evaluasi Pcrubahan APB Dcsa, apakah I 
I 

SilPA tnhun scbelumnya telah digunakan 
secluruhnya. 1 

- 

Kesimpulan penilaian aspck Administrasi dan Legalitas: 

I 
- 

- - 
- 

- 

Evalunsi dilakukan tuanggal: 

Hasil Evaluasi (coret yang tidak scsuai): 

• Untuk disetujui Bupati 

• Untuk Dipcrbaiki Dcsa 

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi 

Nara 

Jabatan 
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E.I Format Peraturan Dcsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 

KEPALA DESA • . . . .  (Nama Dcsa) 
KABUPATEN/KOTA........ (Nara Kabupaten/Kota) 

PERATURAN DESA... (Nara Desa) 
NOMOR • . .  TAHUN • 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
-. TAHUN ANGGARAN ••. •  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (Nara Dcsa), 

I 

Menimbang . a. bahwa schubungan terjadi perkcmbangan yang tidak sesuai 
dcngan rencana anggaran yang tclah ditctapkan dalar Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Desn, karena adanya pcrubahan 
pendapatan, bclanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa Tahun Anggaran..... 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu mcnctapknn Peraturan Dcsa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 

1 � 1 !1! 11 1 1  

I .  .....5 

2 . . . . >  

Dengan  Kescpakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA •.. (Nara Desa) 

dan 

KEPALA DESA .•• (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 

·· ··++ 14I4I 1ii' .It4 + e  

Dipindai dengan CamScanner 



2. Belanja Desa 
a. scmula 
b. bertambah/(bcrkurang) 
Jumlah bclanja sctclah perubnhan 
Surplus/(Defisit) sctclah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Pencrimaan Pembinyanan 

a. Scmula 
b. Bertambah/(bcrkurang) 
Jumlah pencrimaan sctclah perubahan 

3.2. Pengcluaran Pembiayann 
a. Scmula 

b. Bertambah/(berkurang) 

Rp ..... 11 • • n • • · · · · · · �  

B:Pw- • 1 1/f.JI!•,,  •111!,- l'I · • · ·•  

Rp'1i.1 ll l iii  1 111 • • ·  • • • • •  ,.  . ..  

Rp... .. . . .. ■  • •  ■  ■  ••11•111 

. R p i ili l l � lll • lll • • 11 1  J li • ■ l l l t • •  

Rp................, 
Rp 1

,. !ll !l' "l t l 1 • 1 ■ 11 a il ll l  • • � • • • •  

Rpiii � , 11 • • · • • 11 • 11 , .  

Rp!il!P• l! ll ill � •  rai  11,liill I ii .,1111• 1 

Selisih Pembiayann sctclah perubahan( a -- b )  Rp... . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pasal 2 
Uraian Iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Desa scbagaimana dimaksud Pasal 1 tcrcantum dalam Lampiran 
yang merupaknn bagian tak tcrpisahkan dari Peraturan Dcsa ini. 

Pasal 3 
Kcpala Desa menctapkan Peraturan Kcpala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa scbagai landasan 
operasional pelaksanaan Perubahan APBDsa. 

Pasal 4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang dapat mengetahui, memcrintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dalam Lcmbaran Desa... (nama Dcsa). 

Ditetapkan di . . . . . . . . . s . . s . . . . . ...  

pada tanggal . . . . . · s s s s s s s s s s s s s . .  

KEPALA DESA (Nara Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

SEKRETARIS DESA .•. (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

Dipindai dengan CamScanner 



E.2. Format Perubahan Anggarn Pendapatan dan Belanjn Desa 

LAMPIRAN PERATURAN 
DESA NOMOR..... . . 
TAHUN..... .. . .. TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPTAN DAN 
BELANJA DESA 

PERUBAHAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA.... . . s s · . . . . .  
TAHUN ANGOARAN......sos·s 

I- . 
. 

I 

KODE REKENING 
SENUL MENJADI BERTAMBAH/ 

tJRALA A, [pe p  1tpALAN ANGQARAN_[Rpl (BERKURANG1 SUMBER DANA 

I 1 I IJ I 3 « 5 6 I T lb. 

n h e n h ; I I 
] 

I 

I I I 

a I 

1 ' ' _  I  
-  

I  

-  

ll 
- 

I 
- 

- - 

- I I I 

p = 
l I I ; 

Kcpula Desai, . . . « s o s · s s s s + , ,  

l••· . • • • . • • • . . •  ,  , , , 11 , 11  . , . ,111 , 1 1� 

Cara pengisian; 
Kolom I : diii dengan kode rckening berdasarknn klanifika»i bidang kcgiatnn 
Kolom 2 : diisi dengan kode rckening berdnsarkan klasifikasii ckonomi 
Kolom 3 :  diiai dengan scluruh uraian scbelum perubahan 
Kolorn 4 : diisi dengan unggaran scbelum perubahan 
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setclah perubahan 
Kolor 6 dilsi dengan angsaran setelah perubahan 
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah 
Kolom 8 · diisi dengan umber danu 

Dipindai dengan CamScanner 



F. 1 .  Format Peraturan Desa tcntang Peraturan Kcpala Dcsa tentang 
Penjabaran Perubahan APB Desa. 

KEPALA DESA •• • . •  (Nama Dcesa) 
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) 
NOMOR • • .  TAHUN ••. 

TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA 
TAHUN ANGGARAN ..... . . . . . . ..•. . . . . .  DENGAN 

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA 

DESA... (Nama Desa), 

Menimbang : bahwa sebagai pclaksanaan kctentuan Pasal 3 Peraturan Dcsa 
Nomor....... Tahun ..•• . . tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka 

pcrlu menyusun Peraturan Kcpala Desa tcntang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama 
Desa) Tahun Anggaran •.. • •• 

2 . . . . . · %  
3. .....dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN ..... 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
.....semula berjumlah Rp.... . . . ,- ( 

J'  ''  l  Ii · e s · i s + j  bertambah/berliram, ejumlah p 
"  z  crurang s e u , "l ah  Rp.......,- (..........) sehingga 
menjadi Rp..........,- (.. . . ..... .) dcngan rincian scbagai berikut: 
1 .  Pendapatan Desa 

1 . 1 .  Pendapatan Asli Desa 

a. Scmula Rp.... .. . . ..... .. . . . 
b. Bertambah/(bcrkurang) D...... .. .... .. .. .. 
Jumlah PADesa setclah perubahan Rp... . . . . . . . . . . . . . . .  

Dipindai dengan CamScanner 



RD•• 

Rp . 

Rp . 

1 .2.  Transfer 
a. Scmula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pcndapatan transfer sctclah Perubahan R p . . . . . . . · · "  

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah 
a. Semula b. Bcrtambah/(bcrkurang) Rp... .. . . . . ±:. - :== :  

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah sctclah perubahan Rp. . . . . . . .s ·· · " ··  
Jumlah Pcndapatnn sctclah perubahan Rp. . . . . .. .· ·" 

Rp· i ii ,,l!il . 

Rp... . . . . . ■ , Ii!  • !I!  ill i91 ■ 1 11i ii  ■  

R·p,�lliillilili iii "' ' •cii•oliil ••  ..  - .  • ttll  

.Rp .. · �  11 .- .  ■  ii li l i l!  ll il  • • • •  t  

Rp." . .  �  ..  · ···� ,n " '"  • • • •  

R_p.�-··•· .... _ • . . .  "'··. 

2. Bclanja Dcsa . ~ ,  D  2 . 1 .  Bidang Penyelcnggaraan Pemerintnh csa 
a. Scmula Rp... . . . . . ..··· 
b. Bertambah/(berkurang) Rp.......±.±=z==== 

Jumlah sctclah perubahan Rp.. . . . . s .. · · · · " "" 
2.2. Bidang Pembangunan 

a. Semula 
b. Bertambah/(bcrkurang) 
" Jumlah sctelah perubahan Rp... . . . s . . . . . ..· · 

2.3. Bidang Pembinaan Kcmasyarakatan 
l Rp, � · II!  .. .  l! !l  ll ■ l l! fli ' il  il! iai il  II a. Scmula b. Bertambah/(bcrkurang) _ Rp.. . . . . . . . ....± . =   
Jumlah setelah perubahan Rp.. . . . . . .. s · · · · ·" " ·  

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a. Semula 
b. Bertambah/(bcrkurang) 

Jumlah setelah perubahan Rp.. . . . . . s . . s · · · · · " ·  

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa 
a. Semula Rp.. . . .·ssssss·· ·  

b. Bertambah/(bcrkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

Jumlah Belanja setclah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3, Pembiayaan Desa 
3.1 .  Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Selisih Pembiayaan setelah perubahan 

Rp '" ., "' 
Rp., . 
Rp, . 

Rp . . . .  ■ ll! ll! il' ■  ■•■II•··• '• . 

Rp • . • • . • . •  �, , . 

Pasal 2 

U raian  lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Dipindai dengan CamScanner 



Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Dcsa yang ditctapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanann Pcrubahan Anggaran (DPPA) yang disusun olch 
Kepala Urusan dan Kepala Scksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 4 

Pcraturan Kcpala Dcesa ini mulai bcrlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar sctiap orang dapat mcngetahui, memcrintahkan 
pcngundangan Peraturan Kcpala Dcsa ini dengan 
pencmpatannya dalam Berita Dcsa .. (Nama Dcsa) 

Ditetapkan di . . . . + . . . ..+ · 8 . . . . . .  

pad a lBrlMJll •... u, • • •  ,.  • • • • •  u, • ., ••  

KEPALA DESA (Numa Dcsa) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ..•  
pada tanggal... 

SEKRETARIS DESA •• •  (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

BERITA DESA ..• (Nama Desa) TAHUN .•• NOMOR •• •  

Dipindai dengan CamScanner 



F.2. Format Penjabaran Perubahnn Anggaman Pendapat dnn �II De111111 

LAMPIRAN PERATURAN 
DESANOMoR..9' 
TAHUN..201.. TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA..... . . . . . . . . . 

TAHUN ANGGARAN........... 

I  
4 A t t i g  

I  A4N ta TM SU 

KODE REKENING URAIAN 
ytAANIMTtYT II ANGGARAN 1AJA ] t t 1 A R A N / O L TL T  l. ANGGARAN BERTAMBAH/ 
VOLUME SATUAN (Ro) VOLUME SATUAN IRol (BERKURANG] I D 

- 

- Ii, II re A 
r· 

a b c a b c d I 
I 

I I 
I I I  I  

J  I  
- I  I  

I  I  I  I  I  

I  I  I  I  !  

I  I  I I  
I  I  I  I  

I  

I  
I  

I  I  - I  I  I  

i d 4 4 4 4 4 8 « 4 4 4 4 8 8 4 4 4  

Kepala Desn, . . . . . . . . s . . . . . . . . s ,  

[ ■ ■ l !t. i • l 111 t i ll ■ • ii i 11, ■ l il  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 11, ■ ■ 111 • 1 1.1  ■11111� 1  

Dy TT jDeughay«s 
p i }  6/ ucnker 2018 

2" ·ANG 

st T 

Cara pengisin: 
Kolom I : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatnn 

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi 
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran scbelum perubahan 
Kolom 4 : diisi dengan seluruh urainn, keluaran/output setclah perubahan 
Kolom 5 · diisi dengan besaran jumlah anggnran yang berubah 
Kolom 6 : diisi dengan sumber dan 

Dipindai dengan CamScanner 


